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GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  

NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Koperasi dan Usaha Kecil  memiliki peran  

strategis dalam menopang  ekonomi masyarakat, 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka 

lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan; 

  b. bahwa peran strategis koperasi dan usaha kecil perlu 

dioptimalkan agar terwujud pengembangan usaha 

yang kondusif, pemberian usaha, dukungan, 

perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya, 

sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, 

dan potensi dalam memajukan pembangunan dan 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat ; 

  c. bahwa pengelolaan koperasi lintas kabupaten / kota 

dan pemberdayaan Usaha Kecil adalah merupakan 

kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam 

lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah huruf Q; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil; 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang 

Pembentukan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan 

Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-

Undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi 

Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 

47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Utara Tengah  dan Daerah Tingkat 

I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2687); 

  3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar 

Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang  

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3502); 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 3817); 

  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4866); 

  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang 

Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3591); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3718); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5404); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215);  

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

  15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

833); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

dan 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN 

KOPERASI DAN USAHA KECIL. 

BAB I 

      KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

  1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 

  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

  3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 

  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

  5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah 

kabupaten/kota di Daerah. 

  6. Perangkat Daerah adalah satuan kerja dalam lingkup 

Pemerintah Daerah. 

  7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang 

Koperasi Usaha Kecil dan Usaha Menengah di 

Provinsi.  

  8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah satuan 

kerja dalam pemerintah Kabupaten/Kota yang 

mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan 


